PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungangakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum atas peristiwa kependuddka peristiwva
penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kaptas, perlu
dilakukan pengaturan tentang administrasi kependardu

b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nijaénting dan
strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dageamhangunan,
dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perludgakpengelolaan
administrasi kependudukan secara terkoordinir dan
berkesinambungan;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepeuokianl, perlu
dilakukan penataan administrasi kependudukan diyafli Kabupaten
Kapuas Hulu yang terdiri dari kegiatan pendaftap@mduduk dan
pencatatan sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaksiich pada huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ di atas, perlu ditetapkangan Peraturan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19%%atey Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembantlaerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republitdonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembblegara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahamhagan
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



N

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penkaw
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Normo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoGiL®)3

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemsign
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NoB®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodio4)3

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pdy&rgan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtemrabfran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HsksiAManusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nof&b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@&%)3

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ritlenigan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nof@9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2i@#)4

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaranardeg
Republik Indonesia Nomor 4386);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hetakan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yaaghierdengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Nelgapablik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keaveagaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 NoB®)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG@4 )4

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adnasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonestaui 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslariéomor
4674);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tgnRBengawasan
Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran adxeg
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52), Tambalenbhran
Negara Republik Indonesia Nomor 3562);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 200angnPelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admasstr
kependudukan (Lembaran Negara Republik IndonestauT @007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor

4736);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgnRembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintedbaerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamfaran
Negra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tdraba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ahgnrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indadegiun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indardésmor

4741);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tenf@eggesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Peruntanggan;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Norfdréhun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran PendudukPelacatatan

Sipil;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Non®rTahun 2009
Tentang Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk BerbasisoN Induk

Kependudukan secara Nasional,

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nom®&r Tahun 2004
tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepend#dad
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ndriofahun 2009
Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartuwu#gja, Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kabupateru&apiulu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

p wN P

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kéjula.

Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sghlpaten Kapuas Hulu yang
diberikan kewenangan dan tanggungjawab melaksartagas pokok dan fungsi di
bidang Administrasi Kependudukan.

Kepala Dinas atau disebut Administrator Data Bakdad pengelolaan penggunaan
operasional data base dan memonitor back up dasvesc dari data Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari.

Supervisor adalah pengelola data kependudukan yaegugas melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada personil pengeaim Informasi
Administrasi Kependudukan ( SIAK ) ditingkat Kabtgra atau dibawahnya untuk
mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses

Operator adalah pengelola data kependudukan yamgghe melakukan entri data,
cetak dokumen, cetak Informasi dan statistik daoran sesuai dengan persetujuan
supervisor.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Patariaerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Camat adalah Camat Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah yang beradhadvah Kecamatan sebagai
perangkat Kabupaten Kapuas Hulu.

Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalatun Tetangga yang berada
di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalalkuRuwarga di wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegigtanataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan Data KependudukanunBlndaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi  Admingtr&ependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik daxbpngunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang $ang bertempat tinggal
di Indonesia.

Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah Warga Nelgai@nesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kapuakildasuai dengan kriteria dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsadsia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undangaetarga negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Inémnes

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diken kepada Orang Asing untuk
tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indemeklam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan pegiddangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang dibankkepada Orang Asing untuk
tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Repulldonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adaladymrik yang mengalami
hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yamdpadikan oleh bencana
alam, kerusuhan sosial, atau orang terlantar.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataughgnd pencatatan atas
pelaporan peristiwva kependudukan dan pendataanugekdRrentan Administrasi
Kependudukan serta penertiban dokumen kependucheaipa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.

Peristiwva Kependudukan adalah kejadian yang dialapnduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerkdtau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau suratdmsen kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, sertausstinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingleatgan NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tungtgh melekat pada seseorang
yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok oramgnyampunyai hubungan darah
dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu runaaigibnan dan terdaftar dalam
Kartu Keluarga.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan Hé#alah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunahutmgan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.

Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama idantitas biodatanya
tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyaramenjadi tanggung jawab
kepala keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkaP Kaalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan olaektdnsi Pelaksana yang berlaku
diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indanesi

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa pery@mg dialami oleh seseorang
dalam register pencatatan sipil pada Instansi pafak

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakypencatatan peristiwa
penting yang dialami seseorang pada Instansi Relakyang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hpsiicatatan berupa akta-akta
catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, aktakpeinan, akta perceraian bagi
yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesata) pengangkatan
anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta perigieméing lainnya.

Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil cagatan tentang peristiwa
kalahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang mildetagama Islam, pengakuan
dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsitidemganti nama serta
peristiwa penting lainnya.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami gleseorang meliputi: kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pknga anak, pengesahan anak,
pangangkatan anak, perubahan nama dan perubahenk&aarganegaraan.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasiatetimggal untuk menetap
karena perpindahan dari tempat asal ke tempatrtujua

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yangbdiken oleh Instansi
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagaibakii autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk pmcatatan sipil meliputi
biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta gaterasipil.

Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dardaéaran penduduk yang terdiri dari
kartu keluarga, kartu tanda penduduk, Kartu IdastRenduduk Musiman, dan surat
keterangan tempat tinggal.



39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisiesledata tentang jati diri,
informasi dasar serta riwayat perkembangan danbpban peristiwa penting dan
peristiwa kependudukan yang dialami.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dad&ttaagregat yang terstruktur
sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran pendudulpdacatatan sipil.

Petugas Registrasi disebut register adalah Pegdegeri Sipil yang diberi tugas
dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelap@astip/a kependudukan dan
peristiwva penting serta pengelolaan dan penyajiaia dkependudukan di Desa
/Kelurahan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selamjatdisingkat SIAK adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi infmsimdan komonikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasipe@udukan di tingkat
penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertently gasimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnyaxgkst KUA Kec. adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikat,tadrai, dan rujuk pada tingkat
kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksanag galanjutnya disingkat UPTD
adalah satuan kerja instansi pelaksana di tingkaamatan yang melaksanakan
pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan nieaeriakta.
BAB Il
KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

(1) Kriteria penduduk Kabupaten Kapuas Hulu :

a. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Kaptidu;
b. warga Negara Indonesia turun temurun tinggal diu@spHulu tanpa memiliki

dokumen Kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undéomor 23 Tahun
2006;

pindah datang ke Kabupaten Kapuas Hulu dengan neandarat pindabh;

. penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempajdird) Kabupaten Kapuas

Hulu selama 6 (enam) bulan berturut-turut atauhledg@belum terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki ida#iKK dan KTP dengan



alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membdmamiliki surat
keterangan pindah.

e. penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dakurdK dan KTP lebih
dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempatggal lebih dari 1 (satu) dan
memilih menjadi Penduduk Kapuas Hulu.

f. warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebinld@atu) tahun di luar
negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang - &hgd Nomor
23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Kapdiau untuk menetap
tetapi belum melapor.

(2) Tata cara dan persyaratan menjadindpduk Kapuas Hulu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, hurdée huruf f diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 3
(1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
a. Dokumen kependudukan;
. pelayanan yang sama dalam pendaftaran pendudytedaatatan sipil;
perlindungan atas data pribadi;

b
c
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e

. informasi mengenai data hasil pendaftaran pendutiuk pencatatan sipil atas
dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibatlahan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgudatm pribadi oleh instansi
pelaksana.

(2) Tatacara persyaratan untuk  mempetoddhsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf endauruf f diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwva kepeuokad dan peristiwa penting yang
dialaminya kepada register dan pejabat pencatapandengan memenuhi persyaratan
yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan gp&tan sipil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB Il

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5



(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungbjamenyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh DinKgpendudukan dan
Pencatatan Sipil.

(2) Dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan séibaga dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bexjiean:
a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatatipexipenting;
b. memberikan pelayanan yang sama dan profosionaldeepeatiap penduduk atas
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwarnmgnt
c. menerbitkan dokumen kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dasafsan sipil ;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas \pariggpendudukan dan
peristiwa penting; dan

f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan mési yang disampaikan oleh
penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduketaragatan sipil.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalaaksaglakan tugas dan fungsinya
dibantu oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Duki@tua RW dan Ketua RT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1) Pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonek&ullan di Kelurahan oleh
Register.

(2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan peacatipil Warga Negara
Indonesia terlebih dahulu meminta surat keterapgegantar dari Ketua RT
setempat.

(3) Petugas register sebagaimana dimaksud pada ayadigigkat oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratanas@&mgan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Petugas register menerima pendaftaran pendudulkesiandian mencatatnya dalam
buku register.

(5) Petugas register dapat meminta kepada pemohon ffaada penduduk untuk
melengkapi data atau meminta keterangan tentarenkesn data.

Pasal 7



(1) Pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dilakwleh Pejabat Pencatatan Sipil.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai iN&gail dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud gada(2) diangkat oleh Bupati
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

(4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi mia@amvalidasi kebenaran data,
mencatat data, menandatangani register dan kutdam serta membuat catatan
pinggir pada akta-akta catatan sipil.

(5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimanasdudgada ayat (1) berhalangan,
Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas Kejpelnkan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8

(1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua kejardpengantar yang
diberikannya kepada pemohon pendaftaran pendudugelzcatatan sipil.

(2) Setiap 3 (tiga) bulan ketua RT menyampaikan laporparkembangan
penduduk/warganya kepada Lurah melalui registeg yditembuskan kepada ketua
RW setempat.

(3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan selaagadimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban Ketua RT Ketna RW diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduky yeeragama Islam pada tingkat
Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Keldamatan.

(2) Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan peaoatsipil pada tingkat
Kecamatan dapat dibentuk UPTD dengan kewenangamrbitkan akta pencatatan
sipil.

(3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwangdpeigi penduduk yang agamanya
belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuatupen perundang-undangan
atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman paatarnaerperundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan ( NIK)

Pasal 10
10



(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas
a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Psdyi Kabupaten/Kota dan
Kecamatan tempat tinggal pada saat mendatftar;

b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dannt&elahiran dan khusus untuk
perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan

c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut peit@n NIK yang diproses
secara otomatis dengan Sistem Informasi Adminiski@gendudukan.

(3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pgda (2) diletakkan pada posisi
mendatar.

Pasal 11

(1) NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diterbitkaim Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlakonsetidup dan selamanya, tidak
berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkatelah dilakukan pencatatan
biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KIHR, Akta-akta Catatan Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kéupapuas Hulu.

(4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayatiministrasi domisili, dilakukan
setelah pencatatan biodata penduduk pada DinasnHegekan dan Pencatatan Sipil
tempat domisili orang tuanya.

(5) NIK Wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kepenétad, identitas diri dan bukti
kepemilikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara penerbitan biodata
penduduk, KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil seli@mgna dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 12

11



(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dikegggendudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyelenggaraganerbitan oleh perubahan
dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaperaiuduk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara penerbitan perubahan
dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimalkesilal gyat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten &aplulu

Pasal 13

(1) Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang pindah wajibpoe kepada register melalui
ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat KetemaRgalah paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum kepindahan.

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalalorbisilinya penduduk di
alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satbyteatau.

(3) berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk wglg kurang dari 1 (satu)
tahun.

(4) Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Kapu&s \Majib melapor ke petugas
register melalui Ketua RT setempat dengan membamat &eterangan pindah dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tengzdt a

(5) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaiman&dithgpada ayat (1) dan ayat
(3) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangaddpi Datang.

(6) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandataygaSurat Keterangan Pindah
Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengaifikdsi wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu penduduk yang pindah datang.

(7) Klasifikasi pindah datang penduduk WNI dalam wilayldabupaten Kapuas Hulu
terdiri dari:
a. Klasifikasi 1: dalam satu Kelurahan / Desa;

b. Klasifikasi 2: antar Kelurahan/Desa dalam satu IKetan;
c. Kilasifikasi 3: antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

d. Klasifikasi 4: antar Kabupaten/kota dalam satu Prsiyatau
e

. Klasifikasi 5: antar Provinsi dalam wilayah Repildhdonesia.

(8) Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datangay@alwvKabupaten Kapuas Hulu
dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang beksgang paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Sukaterangan Pindah Datang dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal
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(9) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimgkada ayat (5) digunakan
sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTR,Adkda Catatan Sipil bagi
penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Orang asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas daang asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Kabupatepués Hulu wajib melaporkan
kepindahannya kepada petugas Register melalui Kd®Ta setempat untuk
mendapatkan surat keterangan pindah paling lambderhpat belas) hari sebelum
kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada @yat Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapdalel mendaftar dan
menerbitkan surat keterangan pindah dan datang.

(3) Orang asing yang datang ke wilayah Kabupaten Kaplids wajib melaporkan
kedatangannya kepada Register melalui Ketua Rmpetiedengan membawa surat
keterangan pindah datang dari instansi pal¥k di tempat asal paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sleterangan pindah datang dari dinas
daerah asal.

(4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimagksda ayat (2) digunakan
sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KT, stirat keterangan tempat
tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

(1) Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang pindah ke regeri wajib melaporkan
rencana kepindahannya kepada register melalui KeTuagetempat paling lambat 4
(empat belas) hari sebelum kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada @yat Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuas Hulu nfi@nddan menerbitkan surat
keterangan pindah ke luar negeri.

(3) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar ndgetabupaten Kapuas Hulu

wajib melaporkan kedatangannya kepada petugadeegelalui Ketua RT setempat
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggdatangannya.
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(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada @)at Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kaplida mendaftarkan dan
menerbitkan surat keterangan datang dari luar hegbagai dasar penerbitan KK dan
KTP.

Pasal 16

(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yaatang dari luar negeri dan orang
asing yang memiliki izin lainnya yang telah berulsthtus sebagai pemegang izin
tinggal terbatas yang berencana tinggal di wilay@bupaten Kapuas Hulu wajib
melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Penca&pénKabupaten Kapuas
Hulu melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 gambelas) hari sejak
diterbitkannya izin tinggal terbatas.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada @yat Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kapdaki mendaftar dan
menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.

(3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebaga dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tasbat

(4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana didgkada ayat (2) wajib dibawa
pada saat bepergian.

Pasal 17

(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas gaelah berubah status menjadi
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajibelaporkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui KetuasBiEmpat paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tiridgtap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padd €l), Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapdalei mendaftar dan
menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18
(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatasuat@ang asing yang memiliki izin
tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wayiblaporkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui KetuasBiEmpat paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud paddlay&linas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menerbitkan Keterangan Pindah Negeri (KPLN).
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Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tdra pendaftaran peristiwa
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasahdd, P!, Pasal 15, Pasal 16, Pasal
17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 20
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatgu&s Hulu wajib melakukan
pendataan penduduk rentan administrasi kependudaanmeliputi:
a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial;

c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudiédzagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan digatrsementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayatligdhakan sebagai dasar
penerbitan surat Keterangan Kependudukan untuk ugkikd rentan administrasi
kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dandata pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan diatur dalam Peraturgratu

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu MendaftarkauliBe
Pasal 21
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiripgela terhadap Peristiwa
Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapbantu oleh register atau
meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sain@@na dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
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Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Pasal 22

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tlari anak yang lahir atau orang lain
berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Pejalmtté&an Sipil melalui Ketua RT
setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari seghédkran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgy&®ejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan meneanbitkitipan Akta Kelahiran.

(3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahitam penerbitan kutipan Akta
Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseoramgy yalak diketahui asal usulnya
atau keberadaan orang tuanya, didasarkan padaamamyang yang menemukan
dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian

(4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksudapaght (3) diterbitkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil dan disimpan pada Dinas Kependuduan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 23

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasalksupaten Kapuas Hulu di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diqaddta instansi yang berwenang di
negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilpanldRk indonesia.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud paga @&1) tidak
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang, ggencatatan dilakukan pada
Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksada ayat (2) mencatat
peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiraan dnenerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.

(4) Pencatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada dyata ayat (2) dilaporkan
kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua &&ngpat paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang hgksdan kembali ke Kabupaten
Kapuas Hulu.

Pasal 24

(1) Kelahiran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di atgpmlkiaut atau pesawat terbang
wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang laindasarkan surat kuasa yang sah
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipierdpdt tujuan atau tempat
singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari wiakkapal laut atau kapten pesawat
terbang.

(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah seaga dimaksud pada ayat (1)
berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiranambrkan kepada Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untcétadi dalam Register Akta
Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah seiaga dimaksud pada ayat (1)
berada diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik ned@, kelahiran dilaporkan
kepada negara tempat tujuan atau tempat singgabh.

(4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgbhgsémana dimaksud pada ayat
(3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahirani loagng asing, pencatatan
dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia set¢mp

(5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksada ayat (4) mencatat
peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiraan dnenerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.

(6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud psea (3) dan ayat (4) wajib
dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasadurat kuasa yang sah kepada
pejabat pancatatan sipil melalui Ketua RT seterpphihg lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan dteikd Kabupaten Kapuas
Hulu.

Pasal 25

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalanh 22seyat (1) yang melampaui
batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai denganafu)(dahun sejak tanggal
kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah meridapatersetujuan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas wakt(satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkastggean Pengadilan Negeri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dama tdra pencatatan kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Zasdan Pasal 25 diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 27
(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tuwai dnak yang lahir atau orang lain

berdasarkan surat kuasa yang sah kepada dinasuimeéila RT setempat paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud @yata(1l) menerbitkan Surat
Keterangan Lahir Mati.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara pencatatan lahir mati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat () di@am Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Kapuas Hulu
Pasal 28
(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundarajpigad wajib dilaporkan oleh

Penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil melaltuakBT di tempat terjadinya
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari segakgal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgydejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perkawinan dan mekarbiKutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pa@d €) masing-masing
diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badu@uk yang beragama Islam
dilakukan oleh KUA Kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiva sebagaimanakdud pada ayat (4) dan dalam
Pasal 10 ayat (1) wajib disampaikan oleh KUA Kedam&epada Pejabat Pencatatan
Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hatetah pencatatan perkawinan
dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada (Byatidak memerlukan
penerbitan Kutipan Akte Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimglegladayat (1) dilakukan pada
UPTD. Instansi Pelaksana.

Pasal 29
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dakah3&berlaku bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di ufaten Kapuas Hulu atas
permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
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Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dendekia Perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan gissuga

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik hesta
Pasal 31

(1) Perkawinan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di ludlayadh Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instaasigyberwenang di negara setempat
dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud paga @&1) tidak
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi OramggApencatatan dilakukan
pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksada ayat (2) mencatat
peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawidiam menerbitkan Kutipan Akta
Perkawinan.

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pat@layan ayat (2) dilaporkan
oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatgidnm®ialui Ketua RT setempat
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang begg&atan kembali ke Kabupaten
Kapuas Hulu.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan daa tara pencatatan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, 3asdan Pasal 31 diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 33
(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penklydng mengalami pembatalan
perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Penca&fanmelalui Ketua RT

setempat paling lambat 90 (sembilan puluh) haelakbtputusan pengadilan tentang
pambatalan perkawinan yang telah memperoleh kekimataum tetap.
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(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksudgyadg1l) mencabut Kutipan Akta
Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mermrgkdin Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam t¢ara pencatatan pembatalan
perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1ay&n2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 34

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkliegrada Pejabat Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu melalui Ketua RT setempanhgdambat 60 (enam puluh)
hari sejak putusan pengadilan tentang perceraiag y@ah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(2) Bedasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada(Hy Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perceraian dan mekeanftutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesd@epublik Indonwesia
Pasal 35

(1) Perceraian penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di lusgahh Republik Indonesia
wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang darse setempat dan dilaporkan
pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud paga @&1) tidak
menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orangg,Apencatatan dilakukan
pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksada ayat (2) mencatat

peristiwa perceraian dalam Register Akta Percerdam menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian.
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(4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pad@layian ayat (2) dilaporkan

oleh yang bersangkutan kepada Ketua RT setempagpambat 30 (tiga puluh) hari
sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kaguks

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara pencatatan perceraian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasalt85 dhlam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 37

(1) Pembatalan perceraian bagi

penduduk wajib dilaporkéeh penduduk yang
bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mélatua RT setempat paling

lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pelagadientang pembatalan
perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgy&®ejabat Pencatatan Sipil

mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikabysk akta dan mengeluarkan
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

(3) Kekuatan lebih lanjut mengenai persyaratan dan t¢ata pencatatan pembatalan
perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupa

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Iiti&dndonesia
Pasal 38
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganyga gang mewakili kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaduhs melalui Ketua RT atau

yang mewakili kepada dinas melalui Ketua RT setérmpphbng lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgydejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbKkgipan Akta Kematian.
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(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada(2yalilakukan berdasarkan
keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan sesgdtarana hilang atau mati tetapi
tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh PepRdratatatan Sipil baru dilakukan
setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidaksjeidentitasnya, Penjabat
Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian abarkian keterangan dari
Kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara KesaRepublik Indonesia
Pasal 39

(1) Kematian penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di luarayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluargauayang mewakili keluarganya
kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib tdtkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenanggdira setempat paling lambat
7 (tujuh) hari setelah kematian.

(2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahurisiva kematian seorang
penduduk Kabupaten Kapuas Hulu di negara setemgag yidak dilaporkan dan
dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dib@mnya informasi tersebut,
pencatatan kematiannya dilakukan oleh PerwakilgpuBRl& Indonesia.

(3) Dalam hal seseorang penduduk Kabupaten Kapuas Waiga Negara Indonesia
dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena dpildan pencatatannya dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setemp

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk Kapdalu Warga Negara
Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyatdam pencatatan dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil negaranpate

(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimadeziad ayat (3) dan ayat (4)
dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia geda¢m

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dnafgaar Pejabat Pencatatan
Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi buktipengadilan sebagai dasar
penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 40
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan da@a tdra pencatatan kematian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasat89 dhlam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, édeyesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kesatupaliik Indonesia

Pasal 41

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdaspdnetapan pengadilan di
tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimakdachyat (1) wajib dilaporkan
oleh orang yang mengangkat kepada Dinas Kependodida Pencatatan Sipil yang
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran melalui Ketua R&tempat paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan papath pengadilan oleh penduduk.

(3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pagt &1) tidak
menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anakwaaga negara asing, warga
negara yang bersangkutan melaporkan kepada Peawalklepublik Indonesia
setempat untuk mendapatkan surat keterangan pdmgangnak.

(4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagainmaksdd pada ayat (1) dan ayat
(3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas KeperkAmdwan Pencatatan Sipil
melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiglalpuhari sejak yang bersangkutan
kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padadydtejabat Pencatatan Sipil
mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 42

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua gaidas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat palamgblat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetlghh ibu dari anak yang
bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada(Rydikecualikan bagi orang

tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuanyangklahir di luar hubungan
perkawinan.
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(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgydejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan rhitkam Kutipan Akta
Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 43

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh aram@gepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melekiua RT setempat paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu daak yang bersangkutan melakukan
perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada(hydtkecualikan bagi orang
tua yang agamanya tidak membenarkan pengesaharyamghahir di luar hubungan
perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimaaksdonpada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada K&tahiran.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dandata pencatatan pengangkatan anak,
pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimaesulialam Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupat

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Statusgeegaraan
Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 45

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdagsekatapan Pengadilan Negeri
tempat pemohon .

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudaystdél) wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan Dan P&mta&gil yang menerbitkan
akta Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempahgdhmbat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan penetapan PengadilanrNelgé penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada2Zy&ejabat Pencatatan Sipil

membuat catatan pinggir pada register Akta Perarat&8ipil dan kutipan Akta
Pencatatan Sipil.
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Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ¢gaWWHkabupaten Kapuas Hulu
Pasal 46

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Nagerg menjadi Warga Negara
Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang begkatan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapluds melalui Ketua RT
setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari se@kaacara pengucapan sumpah
atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang beang

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgy&®ejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Perarat&ipil dan kutipan Akta
Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan D@ya Wdonesia Menjadi Warga
Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Rekubtionesia

Pasal 47

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari pendudukp&®ouKapuas Hulu Warga
Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di Wadayah Republik Indonesia
yang telah mendapatkan persetujuan dari negarangatewajib dilaporkan oleh
Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Riepudbnesia.

(2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaindinsksud pada ayat (1)
menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarga@gdonesia.

(3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimanaksdaon pada ayat (2)
diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesiterspat kepada Menteri yang
berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan,kelsnudian disampaikan
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilgéaén Kapuas Hulu.

(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaiesial ayat (3), Pejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta.
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dancata pencatatan perubahan nama dan
status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalsah 46, Pasal 47, dan Pasal 48

diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 49
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(1) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan dbefjabat Pencatatan Sipil atas
permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adutyisan Pengadilan Negeri
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimamakdud pada ayat (1) paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salipenetapan pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara pencatatan Peristiwa
Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkani8end
Pasal 50
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendirippela terhadap peristiwa

penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibateh Pejabat Pencatatan Sipil
melalui dan/atau Ketua RT setempat atau memintaubarkepada orang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara pelaporan penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalaatuPan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 51
(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangdatda data agregat Penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :
nomor KK;

NIK;

nama lengkap;

jenis kelamin;

tempat lahir;
tanggal/bulan/tahun lahir;
golongan darah;

@rpaoop
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agama/kepercayaan;
status perkawinan;
status hubungan dalam keluarga;
cacat fisik dan/atau mental,
pendidikan terakhir;
. jenis pekerjaan;
NIK ibu kandung;
nama ibu kandung;
NIK ayah;
nama ayah;
alamat sebelumnya;
alamat sekarang;
kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
. nomor akta perkawinan/buku nikah;
tanggal perkawinan;
kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
. nomor akta perceraian/surat cerai,
aa. tanggal perceraian.

S<ECVTQTOS3ITATTS

NS X

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangag parupa data kuantitatif dan
data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 52

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:
a. biodata penduduk;

KK;

KTP;

surat keterangan Kependudukan; dan
Akta pencatatan sipil;

®oo00T

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana slichakada ayat (1) huruf d
meliputi:

surat keterangan pindah;

surat keterangan pindah datang;

surat keterangan pindah ke luar negeri;

surat keterangan datang dari luar negeri;

surat keterangan tempat tinggal;

surat keterangan kelahiran;

surat keterangan lahir mati;

surat keterangan pembatalan perkawinan;

surat keterangan pembatalan perceraian;

surat keterangan kematian;

T Se@meoo0oy
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surat keterangan pengangkatan anak;

surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indpnesi
. surat keterangan penggantian identitas; dan

surat keterangan pencatatan sipil

5 375

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangand®m Penduduk Warga Negara
Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu prodasiantar provinsi dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat KeterarRjadah Datang Penduduk
Waraga Negara Indonesia antar Kabupaten dalamPatuinsi dan antar provinsi
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesieat3Keterangan Pindah ke Luar
Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Ne§enmat Keterangan Tempat Tinggal
untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangematian untuk Orang Asing,
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat dfgfen Pembatalan Perceraian,
Surat Keterangan Pengganti Tanda Indentitas, dkarb dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paba Kapuas Hulu.

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negaommdisith antar Kecamatan dalam
satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah DatanguBekdVarga Negara Indonesia
antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat dikenbdan ditandatangani oleh
Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan tBemceSipil Kabupaten
Kapuas Hulu.

(5) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga &ldgdonesia dalam satu
kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah DatangudekdVarga Negara Indonesia
antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Kejaraielahiran untuk Warga
Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir, Mati kiMlarga Negara Indonesia dan
Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Irglapnelapat diterbitkan dan
ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas namal&dpinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

(6) Surat Keterangan Pengakuan anak dan Suratafefem Pelepasan Kewarganegaraan
Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangdeihn Kepala Perwakilan Republik
Indonesia.

Pasal 53

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangatahg nama, tempat dan tanggal
lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengksgrta perubahan data sehubungan dengan
Peristiwa Kependudukan dan peristiwa peting yaatadii.

Pasal 54

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, n#éngkap kepala keluarga
dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alam&atpat lahir, tanggal lahir, agama,
pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, statudurgan dalam keluarga,
kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama ouang t
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(2) Keterangan mengenai kolom sebagaimana dimaksud ggata(l) penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama sesuai deetartdan Peraturan Perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidaktdiempi tetap dilayani dan dicatat
dalam database Kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benakuk selamanya, kecuali
terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan damdatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu kepada penduduk warga negara IndoresiaOrang Asing yang
memiliki Izin Tinggal tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikaahssdtu dasar penerbitan KTP.

Pasal 55

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asinggrgamiliki Izin Tinggal Tetap
hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilapotkgpada Register melalui
Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluhj $gek terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada @)at Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapdalei mendaftar dan
menerbitkan KK.

Pasal 56

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yaemiliki 1zin Tinggal

Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun tkah kawin atau pernah kawin

wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yaegiliki Izin Tinggal Tetap
dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib tiariTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aybe(2ku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melapor perpanjangan masa berlakuP Kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masakibesta telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa psatt bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(yhanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 57
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(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasild/dayah Negara Republik
Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, namapaetanggal lahir, laki-laki atau
perempuan, agama, status perkawinan, golongan ,daaédmat, pekerjaan,
kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempattataygal dikeluarkan KTP,
tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama daor maduk pegawai pejabat
yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksudagadél) bagi penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama sesuai depgamtuan Peraturan Perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidaktdiepi tetap dilayani dan dicatat
dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dissmdiruang untuk memuat
kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatastiRarPenting.

(4) Masa berlaku KTP :
a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 )ltedaun ;
b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengasa berlaku izin Tinggal
Tetap.

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam) puluh talneriTP yang berlaku seumur
hidup.

Pasal 58

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil p&tbn Kapuas Hulu yang diberi
kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, majierbitkan dokumen Pendaftaran
Penduduk sebagai berikut:

a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empaspéfri;

c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 1¢4ebelas) hari;

d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling larhidgempat belas) hari;

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri palingolami4 (empat belas) hari;

f. Surat keterangan Tempat Tinggal untuk orang asiaggymemiliki izin tinggal
terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (erbpks) hari;

h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (eniggas) hari;

i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tigai} ha

J. Surat Keterangan pembatalan perkawinan paling lamftajuh) hari; atau

k. Surat Keterangan pembatalan perceraian paling fami{gujuh) hari sejak tanggal
dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 59

(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan KTP yang mengalasalkahan tulis redaksional.
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(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada Bydilgdksanakan dengan atau tanpa
permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayatilékukan oleh operator atas
persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Penca&ifal Kabupaten Kapuas
Hulu.

Pasal 60

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukatukurakta yang mengalami
kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimdgada ayat (1) dilaksanakan
dengan atau tanpa permohonan dari orang yang nenjajek akta.

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dirdgkada ayat (1) dilakukan oleh
operator atas persetujuan Kepala Dinas Kependudukam Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 61

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan ber#asaputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pelabaafta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil Kabupatgu#&s Hulu membuat catatan
pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipara-akta Pencatatan Sipil yang
dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 62

Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan bktada di luar wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu, salinan putusan pengaditarg \oersangkutan disampaikan
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatdn Kaapupaten Kapuas Hulu oleh
pemohon atau pengadilan.

Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa ¢ata pencatatan pembetulan dan
pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dudaksiam Pasal (60) dan Pasal (61)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalidalam biodata penduduk, blangko

KK, KTP, surat keterangan kependudukan, Register lddipan akta pencatatan sipil
diatur dalam Peraturan perundangan yang berlaku.
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Pasal 65

Ketentuan mengenai penerbitan dokumen kependudb&gn petugas rahasia Khusus
yang melakukan tugas keamanan Daerah diatur dalanatdPan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undanganbenfaku.

Pasal 66

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau maengguanpa hak, isi elemen data
pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 67

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasilaRaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 68
(1) Data (g]an dokumen kependudukan wajib disimpan danddngi oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan haksakepada petugas pada
Penyelenggara dan dinas kependudukan dan Penc&tptaKabupaten Kapuas Hulu
untuk memasukkan, memnyimpan, membaca, mengubatalaihe&lan menghapus,
serta mencetak data, mengkopi data dan dokumenndtegekan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, rdangkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud padgZyydiatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERH ATAU

NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT
DAN LUAR BIASA

Pasal 69

(1) Apabila daerah atau negara atau sebagian daerahnatgara dinyatakan dalam
keadaan darurat dengan segala tingkatannya melReraturan Perundang-undangan,
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otoritas pemerintahan yang menjabat pada saath&ri kewenangan membuat surat
keterangan mengenai Peristiwva Kependudukan dastiReriPenting.

(2) Surat keterangan sebagimana dimaksud pada ayase{dggai dasar penerbitan
dokumen kependudukan.

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugdstezglan pejabat pencatatan sipil
aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaradyaik dan pencatatan sipil di
tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibatcana alam, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuida wajib melakukan
pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban beeatzam.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupadgu&s Hulu menerbitkan Surat
Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat ré¢ejan Pencatatan Sipil
berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimakdacdhpat (1).

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas daat Biaterangan Pencatatan Sipil
digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pbaigan untuk penerbitan dokumen
kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tmra penerbitan  Surat
Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat ré¢ejan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalaatuPan Bupati.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK LINTAS BATAS

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 71
(1) Penduduk pelintas batas yang bermaksud melintas Ip@gara wajib memiliki Buku
Pas Lintas Batas dari instansi berwenang.
(2) Buku Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pati§layaenjadi dasar pendaftaran

setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintaa8at

Pasal 72
(1) Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud drRdaal 71 didaftar oleh Instansi

Pelaksana.
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(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada &ayandlakukan pendaftaran

setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintaga&at

Pasal 73
Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validdata penduduk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran
Pasal 74
Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan Blghbat Instansi Pelaksana dengan
cara:
a. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Perbatasan;
b. mendata penduduk pelintas batas yang telah menBlikiu Pas Lintas Batas di
kantor/pos lintas batas di perbatasan;
c. melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran PekdRelintas Batas.

Pasal 75
Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaidiareksud dalam Pasal 74,
Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendafi@kpator/pos lintas batas setempat.

Pasal 76
Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengaviashadap petugas pendaftar
penduduk pelintas batas.
Pasal 77
(1) Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan perataffgnduduk pelintas batas
kepada Penyelenggara kabupaten.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diskampaecara periodik dan

berjenjang.
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BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 78
(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukakdian oleh Bupati.

(2) Pengelolaan informasi administrasi kependuduksebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sisieformasi administrasi
kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasniadstrasi kependudukan dan
pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayaa(@) dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi addmasl kependudukan
dilakukan oleh pemerintah daerah.

(5) Pedoman pengkajian dan pemgembangan sistem infoadraiistrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebjatldalam Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informadsninistrasi kependudukan dan
tersimpan di dalam database kependudukan dimaafaatintuk kepentingan
perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan geguman.

(2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksuaystdd) harus mendapatkan
izin Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tara mendapatkan izin
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dalamupanaBupati.

BAB X
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 80

(1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi mam
nomor KK;

NIK;

tanggal/bulan/tahun lahir;

keterangan tentang kecacatan fisik dan/atauahent
NIK ibu kandung;

NIK ayah; dan

beberapa isi catatan Peristiwa Penting;

@ropaoop
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa igataa peristiwa penting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam PematBupati.

Pasal 81

(1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalesal B8 wajib disimpan dan
dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dalinpgengan terhadap data pribadi
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialam Peraturan Bupati.

(3) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada @bya harus dijaga
kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleheRetah Daerah dan Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil sesuai dengamtkah Peraturan perundang-
undangan.

Pasal 82

(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dhnddngi oleh Pemerintah
daerah.

(2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, mdnguleaalat dan menghapus data
dan dokumen kependudukan sesuai peraturan peruwodaaggan yang berlaku.

Pasal 83

(1) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan keyadteri Dalam Negeri tentang
pemberian Hak Akses kepada operator, supervisoikeépala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpambaca, mengubah, meralat
dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak DatdPr

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, rdemgup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud padglaydiatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 84
(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat mempedalehmenggunakan Data Pribadi
dari petugas pada penyelenggara dan Dinas Kepekaudian Pencatatan Sipil yang
memiliki hak akses.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam ¢ata untuk memperoleh dan

menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana slichghada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN
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Pasal 85

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repulbi#tonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabdalam bidang administrasi
kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Pkn¥dgawai Negeri Sipil
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukoana Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimakpadla ayat (1) dalam
melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketena atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan ddPgaturan Daerah ini, agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebitkigmdan jelas ;

menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengeaag pribadi dan/atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukambsegan dengan tindak
pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;

meminta keterangan dan/atau barang bukti dari opamgadi dan/atau badan
sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitaraddPgraturan Daerah ini;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dekdokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana yang berkaitan dengan PenaRaarah ini;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bargigdarupa pembukuan,
pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, sertakoiedn penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas penyidikan tindak
pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungetaeariksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimalksladgyat (2) huruf e pasal
ini;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanaigang berkaitan dengan
Peraturan Daerah ini;

memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa sebagai tersangka
dan/atau saksi;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgsanyidikan tindak pidana
yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini mehukutm yang berlaku.
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BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 86

(1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasiga denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:

a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki imgdal terbatas atau orang asing
yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dinuakdalam Pasal 14 ayat (3);

b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Whlggara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ;

c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WalNggara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asimg yaemiliki 1zin Tinggal Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1);

e. perubahan status orang asing yang memiliki izigg#h terbatas menjadi orang
asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimdimaaksud dalam Pasal 17 ayat

(1);

f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang menitik tinggal terbatas atau orang
asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimdimaaksud dalam pasal 18 ayat

(1);
g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasaldb§2yatau ;
h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasgbb (4).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pgda (4) terhadap Penduduk Warga

Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,0 (s#a rupiah) dan Penduduk
Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua jupiah).

Pasal 87

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berdgrada apabila melampaui batas
waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(hyattau Pasal 23 ayat (4)
atau Pasal 24 ayat (6) atau Pasal 25 ayat (1 )Patsal 27 ayat (1);

b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2813yatau Pasal 32 ayat (4);
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ddasal 33 ayat (1);

d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam PasghBfla atau Pasal 35 ayat (4);
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e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud &asah 37 ayat (1);

f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3§19y&au Pasal 39 ayat (1);

g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalahdRamyat (2) dan ayat (4);

h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam42aagt (1);

i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam4Baegdt (1);

j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam4®agght (2);

k. Perubahan status kewarganegaraan di indonebegaenana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1); atau

I. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksldnd Pasal 49 ayat (2).

(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada dyatpdling banyak Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dendan&tratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasaydi6(5) berpergian tidak
membawa KTP dikenakan denda administratif palingyhlk Rp. 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal teédsasebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (4) yang berpergian tidak membawat s@terangan tempat tinggal
dikenai denda administratif paling banyak Rp 100,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda adminidtezbiagaimana dimaksud pada (1)
dan (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

(1) Dalam hal petugas atau pelaksana Administrasi Keymhrkan dan Pencatatan,
Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukadakan yang memperlambat
pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktytglah ditentukan dalam
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa dealday banyak Rp 5.000.000,00 (
lima juta rupiah ).
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda admati§tsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalanalP8 dan Pasal 87 akan
dilaksanakan setelah melalui proses hukum di Pdagatlegeri sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi admtiiigebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diatur lebih lanjatndderaturan Bupati.

BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukandsmvatau dokumen kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melapdtkastiwva Kependudukan Peristiwa
Penting dipidana dengan pidana penjara paling Bugeamam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 92

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengulealambah, atau mengurangi isi
elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimareksdd dalam Pasal 66

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (timjn dan/atau denda paling banyak
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data basedksjukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) dan/atau Pasal 82 ayalifidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.0@0i& puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Setiap orang penduduk yang dengan sengaja mendaitdiri sebagai kepala keluarga
atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagandamaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimdmaaksud dalam Pasal 56 ayat (6)
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (timjn dan/atau denda paling banyak
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, itaraDaerah Kabupaten Kapuas Hulu
yang mengatur perihal yang sama di cabut dan tiikga tidak berlaku .

Pasal 96
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yselagmngan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahufapeias Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI KAPUASHULU,
TTD
A.M.NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Desember 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,
TTD

Ir.H. MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010
NOMOR 8
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

UMUM

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu brdasarkan ysaratDaerah Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor tahun 2010 pada hakekatnya ieajikean untuk memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuars gpaitbedi dan status hukum
setiap peristiwva kependudukan dan peristiwa penyangg dialami olen penduduk
Kbupaten Kapuas Hulu yang berada didalam dan / dtaar Wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Penentuan status pribadi dan status hukum spgagtiwva kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dialalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administkagpendudukan serta Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008&tenPersyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peristiwva Kependudukan, antara lain perubahamadlapindah datang untuk
menetap, Tinggal Terbatas, serta peruhan statusg@ysing tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara laitaliean, lahir mati, kematian,
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perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatdg pengakuan dan pengesahan
anak, serta perubahan status kewargnegaraan,ngané dan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang merupakan kejadian yangshditaporkan karena membawa
implikasi perubahan data identitas atau surat &eggan kependudukan. Untuk itu
setiap peristiwa kependudukan dan peristiwva pentmgmerlukan bukti yang sah
untuk dilakukan pengadministrasian dan pencataanas dengan ketentuan Undang-
undang.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujauk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hutas dokumen Penduduk
untuk setiap Peristiwva Kependudukan dan PeristigatiRy yang dialami oleh
Penduduk;

2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3. menyediakan data dan informasi kependudukan seoasional mengenai
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padadaertingkatan secara akurat,
lengkap, mutahir, dan mudah diakses sehingga meaf@dhn bagi perumusan
kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secasaonal dan terpadu; dan
meyediakan data Penduduk

yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait rdaf@enyelenggaraan setiap
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyeamaka

oo

Sistem Informasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kepedudukan dalanta skasional yang terpadu
dan tertib;

2. terselenggaranya Administrasi kependudukan yamgjfaeuniversal, permanen,
wajib dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administragpéhdudukan dengan
pelayanan yang profesional; dan

4. tersediannya informasi secara nasional mengenadafaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil pada berbagai tingakatan secamatakengkap, mutahir, dan
mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumdsdnjakan dan
pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalaatuP@n Daerah ini meliputi hak
dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan InstBetaksana, Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kepukhdn, Pendaftaran
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Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada saat NegarenXaadaan Darurat, pemberian
kepastian hukum, dan perlindungan terhadap DabaéirPenduduk, untuk menjamin
pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkaetmggaran, baik administratif
maupun ketentuan materiil yang bersifat pidanaudipiga ketentuan mengenai tata
cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksiirdgtratif dan Ketentuan
Pidana.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
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Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
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Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas
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Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jela

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas
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Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91

48



Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
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